
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

 REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.50/MENHUT/SETJEN/KAP.2/10/2017 

TENTANG 

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA  

LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.45/Menhut-II/2008, telah ditetapkan Penatausahaan 

Barang Milik Negara lingkup Departemen Kehutanan; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

181/PMK.06/2016 telah ditetapkan Penatausahaan 

Barang Milik Negara; 

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 telah 

ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Lingkup 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

17); 

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

713); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 

tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK 

NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, 

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
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2. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU, 

adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam 

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi 

dan produktivitas. 

3. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman 

serta melakukan pengelolaan BMN. 

4. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan BMN. 

5. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau 

pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 

menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya. 

6. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

7. Pelaksana Penatausahaan adalah unit yang melakukan 

Penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang, 

Pengguna Barang, dan Pengelola Barang. 

8. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya 

disingkat UAKPB, adalah unit yang melakukan 

Penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja/Kuasa 

Pengguna Barang. 

9. Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang, yang 

selanjutnya disingkat UAPKPB, adalah unit yang 

membantu melakukan Penatausahaan BMN pada tingkat 

satuan kerja/Kuasa Pengguna Barang. 

10. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah, yang 

selanjutnya disingkat UAPPB-W, adalah unit yang 

membantu Pengguna Barang dalam melakukan 

Penatausahaan BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja 

lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W oleh Unit 

Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang 

selanjutnya disingkat UAPPB-El. 
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11. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang 

selanjutnya disingkat UAPPB-El, adalah unit yang 

membantu Pengguna Barang dalam melakukan 

Penatausahaan BMN pada tingkat Unit Eselon I Pengguna 

Barang. 

12. Unit Akuntansi Pengguna Barang, yang selanjutnya 

disingkat UAPB, adalah unit yang melakukan 

Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang. 

13. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan 

BMN ke dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna 

Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang 

menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 

14. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan 

pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan 

BMN. 

15. Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan 

penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit 

akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN pada 

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola 

Barang. 

16. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN. 

17. Pemutakhiran adalah kegiatan pemutakhiran (updating) 

data dan laporan BMN dengan cara melengkapi unsur-

unsur data BMN, terkait adanya penambahan atau 

pengurangan nilai dan informasi lainnya tentang BMN. 

18. Laporan Barang adalah laporan yang disusun oleh 

Pelaksana Penatausahaan BMN pada Pengguna 

Barang/Pengelola Barang yang menyajikan posisi BMN 

diawal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan 

tahunan serta mutasi selama periode tersebut. 

19. Laporan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat 

LBMN, adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang 

dari Laporan Barang Pengelola dan Laporan Barang Milik 

Negara per Kementerian/Lembaga atau Laporan Barang 

Pengguna, secara semesteran dan tahunan. 

20. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan 
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